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BAB
PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Perusahaan

Sebelum kita mengenal istilah perusahaan, maka
istilah dagang sudah terlebih dahulu dikenal. Istilah
perusahaan muncul menggantikan istilah dagang ketika
dihapuskannya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab
Undangundang Hukum Dagang (KUHDagang) yang
memberikan pengertian dan contoh-contoh perbuatan
dagang. Pengertian dan perbuatan dagang sebagaimana
diatur dalam kitab tersebut dianggap sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan,
sehingga digantikan dengan istilah perusahaan. Istilah
atau kata perusahaan muncul dalam Pasal 6 KUHDagang,
walaupun demikian, tidak ada satu pasal pun dalam
KUHDagang yang memberikan pengertian tentang
perusahaan. Alasan dari para pembuat undang-undang
yang tidak memberikan penafsiran secara resmi mengenai
pengertian perusahaan dalam KUHDagang ini disebabkan
para pembuat undang-undang tersebut takut apabila
pengertian perusahaan mengalami nasib sama, seperti
pengertian dagang yaitu akan tidak bisa lagi mengikuti
perkembangan jaman, khususnya dalam dunia usaha.
Oleh Kkarena itu, pengertian perusahaan dibiarkan
berkembang secara alamiah sesuai dengan perkembangan
kegiatan perusahaan.



BAB
BENTUK USAHA

BERBADAN HUKUM

A. Pengertian Badan Usaha Berbadan Hukum

Apabila kita ditanya apa itu badan hukum, maka
jawaban kita akan beragam, seperti: badan hukum adalah
subyek hukum sebagaimana halnya manusia, atau badan
hukum adalah pendukung hak dan Kkewajiban.
Keberadaan badan hukum (rechtspersoon) merupakan
suatu realita di tengah-tengah masyarakat dalam
pergaulan hukum, sehingga manusia sebagai natuurlijke
persoon bukanlah subyek hukum satu-satunya tetapi ada
badan hukum. Badan hukum sebagaimana layaknya
manusia, yaitu sebagai subyek hukum, memiliki hak-hak
dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula melakukan
hubungan-hubungan hukum, seperti hubungan hukum
antara badan hukum dengan orang (manusia) atau
hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan
badan hukum yang lain. Oleh karena itu, badan hukum
dapat mengadakan  perjanjian-perjanjian,  seperti
perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian
sewa-menyewa, perjanjian leasing, dan segala macam
perbuatan di lapangan harta kekayaan. Mengapa
perbuatan di lapangan harta kekayaan? Karena badan
hukum walaupun sama dengan orang, sebagai subyek
hukum, keduanya berbeda.
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BAB
BADAN USAHA

NON HUKUM

A. Klasifikasi dan Pengaturan

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, Perusahaan
diklasifikasikan menjadi Perusahaan perseorangan dan
Perusahaan Persekutuan. Perusahaan perseorangan
didirikan dan dimiliki oleh satu pengusaha, sedangkan
Perusahaan persektutuan dididrikan dan dimiliki oleh
beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu
Persekutuan. Adpaun terlihat dari statsu pemiliknya,
Perusahaan diklasifikasian menjadi Perusahaan swasta
dan Perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan
dimiliki oleh negara. Lazim disebut Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Perusahaan bukan badan hukum dapat
berupa Perusahaan perseorangan dan Perusahaan
Persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga
jenis bentuk hukum Perusahaan, yaitu Perusahaan
perseorangan, Perusahaan bukan badan hukum, dan
Perusahaan badan hukum.

B. Perusahaan Perseorangan (UP, UD, Home Industry)
Badan Usaha perusahaan perseorangan adalah
badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu
orang dimana, keuntungan atas usaha tersebut juga
sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Hal
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BAB

MAKSUD, TUJUAN,
DAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

A. Prinsip Umum Perseroan Terbatas

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas
(PT) tak dapat dilihat dan diraba secara fisik kecuali aset-
asetnya. Sekilas badan hukum PT Nampak imajiner,
namun dalam bentuk nyata nya badan hukum PT dapat
dilihat melalui Anggaran Dasar nya. Pada dasarnya
Anggaran Dasar (Articles of Association/Incorporation)
merupakan “piagam” Perseroan yang juga merupakan
“perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis tentang
kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus
Perseroan. AD merupakan dokumen yang berisi aturan
internal dan pengurusan Perseroan yang antara lain
mengatur mengenai penerbitan saham, perolehan saham,
modal, Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak
dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
termasuk cara pengangkatan dan kekuasaannya, serta
halhal lain terkait operasional Perseroan Terbatas.
Didalam Angaran Dasar dicantumkan tugas dan tanggung
jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT, sehingga
Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk
nyata dari sebuah badan hukum. Anggaran Dasar juga
mengatur tentang jangka waktu berdirinya PT, modal,
jumlah saham, nilai saham dan klasifikasi saham serta hak-
hak yang melekat pada setiap saham. Di dalam Undang-
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BAB

A.

92

LIKUIDASI

Pengertian Likuidasi

Berdasarkan pengertian likuidasi adalah tindakan
penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat
pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator.
Proses likuidasi termasuk menyelesaikan penjualan harta
perusahaan, penagihan hutang, pelunasan utang, dan
penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Likuidasi
memiliki jenis-jenis dan contoh kasusnya. Ini terjadi dalam
perusahaan karena masalah finansial. Biasanya
perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian yang
membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Dengan perusahaan yang tidak mampu memenuhi
kewajiban jangka pendeknya, likuidasi merupakan pilihan
yang harus diambil

. Jenis-Jenis Likuidasi dan Contohnya

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
pengertian  likuidasi adalah  pembubaran suatu
perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi
pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan
pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang
saham (Persero). Kegiatan ini juga suatu tindakan
pemberesan terhadap semua harta kekayaan atau aset dan
kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan sebagai salah



BAB

PENGGABUNGAN (MERGER),
PELEBURAN (KONSOLIDASI)
DAN PENGAMBILALIHAN
(AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS

A. Merger

Merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai
kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan.
Bisa juga dikatakan sebagai pengambilalihan seluruh
aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan oleh
perusahaan lain. Secara hukum, merger membutuhkan
dua perusahaan untuk melakukan penggabungan menjadi
entitas baru dengan kepemilikan baru dan struktur
manajemen yang seolah-olah berasal dari masing-masing
perusahaan. Ada lima jenis penyatuan bisnis atau merger,
yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger
perluasan pasar, merger perluasan produk, merger
konglomerat. Jenis merger yang akan diterapkan
bergantung pada fungsi ekonomi, tujuan transaksi bisnis
dan hubungan antara perusahaan yang melakukan merger

1. Manfaat Merger Bagi Perusahaan

Setelah mengetahui apa itu merger, perbedaan
merger dan akuisisi, kali ini OCBC NISP akan
membahas terkait manfaatnya. Berikut merupakan

manfaat merger bagi perusahaan antara lain:

a. Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan

Pertama, manfaat merger adalah
meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena
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BAB
TANGGUNG JAWAB

SOSIAL PERUSAHAAN
(CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa
organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan
adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap
seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya
adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas
dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh
karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan
berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan,
dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam
aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden,
tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan
yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek
maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan
pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi
perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan
dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif
dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh
pemangku kepentingannya.

Beberapa investor dan perusahaam manajemen
investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari
Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi
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BAB
ASPEK HUKUM

PERUSAHAAN MASUK
BURSA (PT GO PUBLIC)

A. Aspek Hukum Terkait Pengembangan PT yang Akan
Go Public

PT merupakan jenis usaha yang paling kuat
landasan hukumnya. Statusnya sebagai badan hukum
memungkinkan PT menghimpun dana dari masyarakat
melalui pasar modal. Melalui pasar modal, PT dapat
menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang
relatif tidak terbatas. Melalui pasar modal juga perusahaan
dapat meningkatkan eksistensinya dengan memberi
kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta dalam
kepemilikan perusahaan.

Penambahan modal PT dilakukan berdasarkan
persetujuan RUPS dan wajib diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT.
Begitu juga dengan pengurangan modal PT, dilakukan
berdasarkan persetujuan RUPS. Pengurangan modal PT
merupakan perubahan anggaran dasar yang harus
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
Keputusan RUPS baik untuk penambahan maupun
pengurangan modal PT sah apabila dilakukan dengan
memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara
setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang tentang perseroan
terbatas dan/atau anggaran dasar
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GLOSARIUM

Badan hukum (legal entity) : - adalah subyek hukum,
seperti halnya manusia sehingga memiliki hak-hak dan
kewajiban-kewajiban - orang atau organisasi yang
memiliki kedudukan hukum untuk menutup kontrak, dan
dapat dituntut bila gagal berkinerja seperti ditetapkan
dalam kontrak.

Hukum : Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
serta lembaga (institutions) dan proses (processes) yang
diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam
kenyataan.

Pekerjaan : suatu kegiatan yang dilakukan secara
terusmenerus, terang-terangan, dan dalam kualitas
tertentu.

Perusahaan: adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus
dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba.

Subyek hukum : pendukung hak dan kewajiban.
Perseroan : Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas : adalah badan usaha yang berbentuk
badan hukum, di mana modal yang disetor pemegang
saham berbentuk saham dan tanggung jawab pemegang
saham, apabila terjadi kerugian sebatas saham yang
disetorkannya.

Pesero : adalah Pemegang Saham

Persero : adalah BUMN-Persero
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Assoc, Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H.; M.-Hum.

: JL L Sujono Gg. Pembangunan 3-A,

Medan Tembung, Medan. Sumatera Utara 20223
Indonesia

Buku

Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan

6 Oktober 2023, di Purbalingga

Berluku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (wjuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1

Jamari tahun berikutnya.
000523967

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta.

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat peryataan,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 1964 12081991031002

Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permehonan




